
RUSTAM FAHMY 

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN 
ALAM DALAM DALAM KAWASAN HUTAN 



STATUS KAWASAN HUTAN 
• UU  No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 

Tahun 2004 tentang Kehutanan 

• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

• PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang 

diselenggarakan secara terpadu 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan 

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai Hutan Tetap 



 Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebdni hak atas 

tanah; 

 Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak atas tanah; 

 Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; 

 Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat; 

 Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; 

 Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; 

 



HUTAN PRODUKSI 
 Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil Hutan; 

 Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya 
sebagai Hutan Tetap; 

 Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya 
sebagai Hutan Tetap; 

 Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai 
Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan 
Hutan Produksi Tetap. 



HUTAN KONSERVASI 
• Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; 

• Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekeragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan, berupa cagar alam dan suaka margasatwa; 

• Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berupa taman nasional, taman 

hutan raya, dan taman wisata alam; 

• Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 

 



Adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas 
berupa keragaman dan atau keunikan jenis satwa yang 
untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan 
terhadap habitatnya. Dibagi dalam blok inti dan blok rimba. 

Blok Inti Suaka Margasatwa adalah bagian kawasan suaka 
margasatwa yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan 
adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia 

Blok Rimba Suaka Margasatwa adalah bagian kawasan 
suaka margasatwa yang di dalamnya secara terbatas 
dimungkinkan adanya kegiatan penelitian dan 
pengembangan wisata terbatas dan atau pembangunan 
sarana dan prasarana pengelolaan atau sarana penunjang 
lainnya 

SUAKA MARGASATWA 



 Sebagai kawasan perlindungan dan 
pengawetan jenis-jenis satwa beserta 
habitatnya 

 Sebagai kawasan perlindungan sistem 
penyangga kehidupan 

 Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk 
penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan 
kegiatan lain yang menunjang budidaya 

 Sebagai sumber plasma nutfah  

FUNGSI SUAKA MARGASATWA 



• Untuk penelitian dan 
pengembangan  

• Untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dan pendidikan 

• Untuk wisata alam secara 
terbatas 

MANFAAT SUAKA MARGASATWA 



Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat 
diselenggarakan perburuan secara teratur. Di kawasan 
taman buru dapat dilakukan kegiatan wisata buru dan 
wisata alam (non buru) 

Wisata buru adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan 
satwa sebagai objek kegiatan berburu. 

Wisata alam (non buru) adalah kegiatan wisata yang 
memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan tata 
lingkungannya sebagai objek wisata yang dilakukan di 
taman buru. Untuk kegiatan wisata alam (non buru) 
diperlukan adanya jasa pemandu wisata alam. Sedangkan 
untuk wisata buru diperlukan jasa pemandu wisata buru.  

 

TAMAN BURU 



• Sebagai tempat diselenggarakannya perburuan 
secara teratur 

• Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

• Sebagai sumber plasma nutfah dan pengawetan 
keragaman jenis flora dan fauna. 

• Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk 
penelitian dan pendidikan dan wisata terbatas 

• Untuk pemanfaatan satwa dan ekosistemnya 
secara lestari 

FUNGSI TAMAN BURU 



Untuk wisata buru 

Untuk wisata alam non buru 

Untuk sumber plasma nutfah 

Untuk pendidikan 

Untuk penelitian 

MANFAAT TAMAN BURU 



Ekowisata 

Pendidikan  Lingkungan 

Perburuan 

Koleksi Tumbuhan Dan Satwa 

Pemanfaatan Jasa LIngkungan 

Aspek Ekonomi  

Aspek Sosial Budaya 

Pemanfaatan 

 

Kantong Plasma Nutfah 

Habitat Satwa Liar Dan Tumbuhan 

Hidro-orologi 

Pengungsian Satwa 

Situs Referensi (Pembanding) 

Penelitian dan Pendidikan 

Atribut 

Fungsi 

Aspek 

Lingkungan 

                         

Prinsip 

Pembangunan 

Lestari 

Perlindungan                      

Pelestaraian 
Prinsip 

pengelolaan 

 

Fungsi 

Kawasan 
Cagar Alam 

Suaka Margsatwa 

TWA 

Tahura 

TB 

Wiratno, 2004 

Taman Nasional 



 

HUTAN LINDUNG 

• Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang karena sifat alamnya 

diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, 

abrasi serta pemeliharaan kesuburan tanah 

 Fungsi Hutan Lindung adalah Sebagai pengatur tata air, pencegah 

bencana banjir dan erosi serta pemelihara kesuburan tanah, Sebagai 

kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan 

Manfaat Hutan Lindung Untuk pemuliaan, pengkayaan dan penangkaran, 

Untuk penyediaan plasma nutfah untuk budidaya setempat, Untuk penelitian 

keragaman hayati dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, Untuk wisata alam, 

menikmati kekayaan sumberdaya alam sebagai atraksi kehidupan di alam bebas. 

 

 



PERENCANAAN KEHUTANAN  

a. Inventarisasi Hutan;  

b. Pengukuhan Kawasan Hutan;  

c. Penatagunaan Kawasan Hutan;  

d. Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan; dan  

e. Penyusunan rencana Kehutanan. 



• Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a. 
Hutan Negara; b. Hutan Adat; dan c. Hutan 
Hak.  

 

• Kawasan Hutan terdiri atas: a. Hutan Negara; 
dan b. Hutan Adat.  



Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui 
tahapan proses:  

a. Penunjukan Kawasan Hutan;  

b. Penataan Batas Kawasan Hutan;  

c. pemetaan Kawasan Hutan; dan  

d. Penetapan Kawasan Hutan. 



Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi:  

• program strategis nasional;  

• kegiatan pemulihan ekonomi nasional;  

• kegiatan pengadaan ketahanan pangan (food estate) dan energi;  

• pengadaan tanah obyek reforma agraria;  

• Hutan Adat;  

• kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan 

perlindungan; dan  

• pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk 

dan berpotensi tinggi terjadi perambahan Kawasan Hutan.  



1. Sistem pusat permukiman 

2. Sistem  jaringan prasarana 

Kawasan 

Lindung 

Kawasan 

Budidaya 

1. Perlindungan kawasan bawahannya:  

– Kawasan Hutan Lindung 

– Kawasan bergambut 

– Kawasan resapan air 

2. Kawasan perlindungan setempat 

3. KSA/KPA, dan cagar budaya 

4. Kawasan rawan bencana alam 

5. Kawasan lindung geologi, dan lainnya (Cagar 

Biosfir, Taman Buru, Plasma Nutfah, 

Pengungsian satwa, terumbu karang, koridor 

satwa) 

1. Kawasan hutan produksi 

2. Kawasan hutan rakyat 

3. Kawasan pertanian 

4. Kawasan perikanan 

5. Kawasan pertambangan 

6. Kawasan industri 

7. Kawasan pariwisata 

8. Kawasan pemukiman dan atau 

9. Kawasan lainnya 

STRUKTUR 

RUANG 

POLA 

RUANG 

TATA 

RUANG 

WILAYAH 

POSISI KAWASAN HUTAN DI DALAM RTRW 



Penggunaan 

Kawasan 

Hutan 

Untuk 

Pembangunan 

non kehutanan 

Bersifat 

Sementara 

(HL, HPT, 

HP, HPK) 

pinjam pakai 

kawasan 

hutan 

Tukar Menukar Kaw 

Hutan (HPT dan HP) 

Kerjasama dengan 

pengelola 

Pelepasan kaw HPK 

Bersifat 

Permanen 

(HPT, HP, 

HPK) 

Jalan, Tol, Rel KA 

Tambang, MIGAS 

Waduk/bendungan (sebagai suplay PLTA) 

Pelabuhan/bandara 

Sarpras waduk, Pembangkit 

HL, 

HPT, 

HP, 

HPK 

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN 
UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN  

PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa 

Hutan  

Konservasi 

Kerjasama 

Penyelenggaraan  

KSA/KPA *) 

 Pemanfaatan dan Pengembangan 

Energi Baru Terbarukan (EBT) 

 Listrik Kepentingan Nasional 

- geothermal 

- Menara Jar Listrik 

- Kabel & Pendukungnya 

- jalan pengawasan dan pemeliharaan 

jaringan 

Fungsi Skema 

Pertanian dlm rangka ketahanan energi 

(bauran energi nabati) 

Geothermal, Tansmisi dan distribusi 

teknologi  EBT 

*) tidak boleh pada CA 

dan TN Zona inti 



ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP 

RaPerda 

RTRWP 

UU 26/2007 

Menteri 

Kehutanan 

DPR RI 

Menteri 

Kehutanan 

Persetujuan 

Peruntukan 

Ruang KH 

Persetujuan 

Penelitian 

Terpadu 

Gubernur 

Perubahan 

Peruntukan KH 

DPCLS 

Ada 

Perubahan 

Kawasan 

Hutan 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 

UU 41/1999 Usulan Bupati 

Perubahan Fungsi 

DPCLS = Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis 



PERMOHONAN 
(PEMOHON) 

 

PENELAAHAN 

PERMOHONAN 

PENELAAHAN PERSYARATAN: 
 

 ADMINISTRASI 
 TEKNIS 

- Izin Lingkungan 
- Proposal dan Teknis 
- Laporan/Rekomendasi Hasil 

Kajian Tim Terpadu 
 

 

ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN 
(PP.104 Th 2015; PermenLHK No :P.51/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2016)  

Keterangan: 
1. Proses pelepasan menggunakan Tim Terpadu yang dibentuk oleh Menteri 
2. Kawasan hutan yang boleh dilepas adalah HPK yang tidak produktif. 
3. HPK yang tidak layak untuk dilepaskan/masih produktif diubah menjadi hutan tetap. 
4. Setelah proses pelepasan kawasan hutan maka pengurusan HGU atau title hak atas tanah menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN 

MENTERI 
MENERBITKAN  

KEPUTUSAN 
PELEPASAN 

UNTUK SELURUH 
ATAU SEBAGIAN KH 

YANG DIMOHON 

PEMEGANG 
KEPUTUSAN 
PELEPASAN 

MELAKUKAN TATA 
BATAS 

 SWASTA 
MAKSIMAL 1 TH 
DAN TIDAK 
DAPAT 
DIPERPANJANG. 

 PEMERINTAH 
DAPAT 
DIPERPANJANG 1 
TAHUN MENTERI MENERBITKAN 

SURAT PENOLAKAN 
DAN/ATAU MENERBITKAN 

KEPUTUSAN MERUBAH HPK 
MENJADI HUTAN TETAP 

TATA BATAS SELESAI 
 MENTERI 

MENERBITKAN 
KEPUTUSAN TENTANG 
BATAS AREAL HUTAN 
YANG DIMOHON 

 APABILA TIDAK 
SELESAI SAMPAI 
BATAS WAKTU MAKA 
KEPUTUSAN 
PELEPASAN TIDAK 
BERLAKU 

MEMENUHI 
KRITERIA 

TIDAK  
MEMENUHI 

KRITERIA 

TIM 

TERPADU 



PERMOHO
NAN 

 

PEMBENTUKAN 
TIM   DAN 

PELAKSANAAN  
PENELITIAN TERPADU *) 

 

 

PERSETUJUAN  
PRINSIP  TMKH 

 

 

PENYELESAIAN C&C 
CALON LAHAN 

PENGGANTI DAN 
PENANDATANGANAN  
BERITA ACARA TMKH 

 
 

 

LENGKAP 

SURAT 

PENOLAKAN 

DJ PLAN an.  

MENTERI 

TIDAK 
LENGKAP 

PUTUSAN 

MENTERI 

ATAS REKOM 

TIMDU**) 

PENELAAHAN 

PERMOHONAN 

 

ALUR PROSES TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH) 
(PP.104 Th.2015; Permenhut P. 32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014)  

Keterangan: 
 
*)  penelitian terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 

(dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah cukup dilaksanakan oleh Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan anggota 
dari eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan. 

**)  TMKH DPCLS diputuskan setelah mendapat persetujuan DPR RI. 

SURAT PENOLAKAN 

DJ PLAN an.  MENTERI 

DITOLAK 

PENUNJUKAN   
LAHAN PENGGANTI 

MENJADI KWS HUTAN 
 
 

 

TATA BATAS   
KAWASAN HUTAN YG 

DIMOHON DAN LAHAN 
PENGGANTI 

 
 

 

SK PENETAPAN LAHAN 
PENGGANTI MENJADI KAWASAN 

HUTAN DAN PELEPASAN 
KAWASAN HUTAN 

 

DISETUJUI 

PENELAAHAN PERSYARATAN: 
 

 ADMINISTRASI 
- Permohonan dilampiri Peta 
- Pertimbangan Gubernur/Bupati 
- Kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan 

 TEKNIS 
- Proposal dan Teknis 

 



PERMOHO
NAN 

 

PEMBENTUKAN 
TIM  DAN 

PELAKSANAAN 
PENELITIAN 
TERPADU *) 

 

 

PERSETUJUAN  
PRINSIP  

PERUBHAN 
FUNGSI 

 

 

LENGKAP 

SURAT PENOLAKAN 

DJ PLAN an.  MENTERI 

TIDAK 
LENGKAP 

PUTUSAN 

MENTERI 

ATAS 

REKOM 

TIMDU 

PENELAAHAN 

PERMOHONAN 

 

ALUR PROSES PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 
(PP.104 Tahun 2015; Permenhut P. 34/Menhut-II/2010 jo P. 29/Menhut-II/2014 jo P.16/Menhut-II/2015)  

Keterangan: 
1. *)  Tidak termasuk waktu menunggu penyampaian nama calon anggota Timdu dari instansi terkait 
2. Permohonan perubahan fungsi kawasan konservasi oleh Pengelola kawasan Konservasi. 
3. Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh Gubernur. 
4. Perubahan fungsi menjadi HPK untuk pada provinsi dengan kawasan hutan kurang dari 30% tidak diperbolehkan. 

SURAT PENOLAKAN 

DJ PLAN an.  MENTERI  

DITOLAK 

SK PERUBAHAN 
FUNGSI KAWASAN 

HUTAN 

DISETUJUI 

PENELAAHAN PERSYARATAN: 
 

 ADMINISTRASI 
- Permohonan dilampiri Peta 
- Pertimbangan Gubernur/Bupati 
- Kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan 

 TEKNIS 
- Proposal dan Teknis 

 



Kawasan Hutan 

Negara Provinsi 

>30% 

Hutan  

Hak 

Lingkungan (RPPLH) 
(Daya Dukung dan Daya Tampung) 

Pengukuhan Hutan Hak/Adat 

(Pendaftaran – verifikasi Penetapan) 

(BAB III –Pasal  27 - 29) 

RTRW 

Hutan 

Adat 

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN BAB V (38-46) 

(umum- wilayah – unit –pembentukan – perubahan & pembentukan institusi  

Kawasan 

Hutan Pada 

Hutan Hak 

KAWASAN 

HUTAN PADA 

HUTAN 

NEGARA 

KECUKUPAN LUAS KH 
(Min : 30% dari DAS atau Pulau,Prov/Kab) 

Dasar Penetapan – Penetapan – Upaya Hulu Hilir  

Insentif dan Disinsentif  atas KH dan Hutan Rakyat 

(BAB VI Pasal 47) 

Penatagunaan Kawasan Hutan 

Rakyat 
(hutan rakyat untuk Produksi/Lindung/ 

Konservasi) (pasal  34-36) 

Penatagunaan Kawasan Hutan  

(BAB IV 33-37 ) 

Fungsi : (HK/HL/HP) (Pasal 34-36) 

Arahan pemanfaatan (Pasal 37) 

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 

NEGARA 
(Penunjukkan, penataan batas, pemetaan dan 

penetapan) 

(BAB III –Pasal 15 - 27) 

PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN BAB V (47-54) 

(Jenis – subtansi – tata cara – proses – koordinasi – penilaian/pengesaha dan pengendalian 

Pengelolaan Data dan Informasi 

BAB VIII Pasal 55-56 
Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Kehutanan 

BAB X Pasal 62-63 

Partisipasi dan Peran Masyarakat serta Penanganan Konflik Perencanaan Kehutanan  

BAB IX Pasal 57 - 61 

In
te

g
ra

s
i d

a
n
 R

e
v
ie

w
 P

e
ru

b
a
h
a
n
 K

a
w

a
s
a
n
 H

u
ta

n
 

 (5
 ta

h
u
n
a

n
) 

A
R

A
H

A
N

 K
O

N
F

IG
U

R
A

S
I 

P
E

R
E

N
C

A
N

A
A

N
 K

E
H

U
T
A

N
A

N
 

 (
P

E
R

U
B

A
H

A
N

 P
P

 N
O

 4
4
 T

A
H

U
N

 2
0
0
4
) Kawasan Hutan 

Negara Provinsi 

<30% 

Tidak dapat 
merubah KH dan 
wajib menambah 

hutan 

Dapat terjadi perubahan KH, dengan 
tetap mempertahankan fungsi 

perlindungan  dan  kehati serta dapat 
menambah hutan 

INSENTIF dan IMBAL 

JASA LINGKUNGAN Hulu 

Hilir 
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PEMBELIAN 

ATAU 

KOMPENSASI 



 

TAHAPAN PROSES IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN 



Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk 

UPHHK 

HA/HTI/RE 

Pengajuan 

Permohonan 

Loket PTSP 

BKPM 

(1 HK) 

Verifikasi 

Kelengkapan 

Administrasi 

(1 HK) 

Penerbitan  

RATTUSIP  + Peta 

(5 HK) 

Permohonan Ditolak 

Perintah Penyusunan  

AMDAL, IL dan Batas Geografis 

(150 HKld) 

Penyampaian 

AMDAL, IL dan  

Batas Geografis 

Pembuatan Peta  

Areal Kerja /Working Area 

(5 HK) 

Penerbitan SPP IIUPHH 

(1 HK) 

 

Drafting SK IUPHHK 

(2 HK) 

Telaah Hukum 

Setjen KemenLHK 

(2 HK) 
Telaahan di BKPM dan 

Penerbitan 
Surat Keputusan Kepala BKPM  

a.n Menteri LHK 

(5 HK) 

Pengambilan  

SK IUPHHK 

(Melalui  Loket PTSP) 

Pelunasan IIUPHH 

(30 HK) 

Ya Tidak 

Tidak 

Penerbitan Surat Penolakan 

(5 HK) 

Tembusan SK 

Kepada Menteri LHK 

Ya 

Tidak 

BAGAN ALIR PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK-HA/HTI/RE) 
BERDASARKAN PERMENHUT NO. : P.9/MENLHK-II/2015 TGL. 20 MARET 2015 

Penyampaian 

Bukti Pelunasan 

Ya 

Tidak 

PEMOHON KEMENLHK BKPM 

Sekjen Kemenlhk 

menyampaikan hasil verifikasi, telaahan areal+peta & 

penilaian proptek 

(1 HK) 

Dirjen 

Verifikasi Teknis &  

Penelaahan Areal & Peta, 

Penilaian Proposal Teknis 

(7 HK) 

Ya 

Sekjen Kemenlhk 

menyampaikan 

permohonan 

Kpd Dirjen 

(1 HK) 

Keterangan :  HK = Hari Kerja;  HKld = Hari Kalender; 
Total 61 HK + 150 HKld (Penyusunan IL & Batas Geografis); Tidak 
termasuk hari penolakan permohonan. 



 


